BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
	Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat dan dikemukakan oleh penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Analisis yuridis akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak melakukan balik nama kendaraan yaitu secara hukum pemilik kendaraan yang sah tetaplah pemilik yang terdaftar di Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dengan kata lain, meskipun kendaraan sudah dijual dan secara de facto dimiliki oleh pembeli baru, namun secara de jure atau menurut hukum, pemilik yang tercatat di dokumen resmi masih dianggap sebagai pemilik yang sah. Hal ini menunjukkan masih belum ada keselarasan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Analisis yuridis kendala yang dihadapi oleh pemilik baru jika tidak melakukan balik nama kendaraan yaitu sulit melaksanakan pembayaran pajak karena kendaraan tersebut masih mengatas namakan pemilik yang lama, dikenakan denda administratif dalam keterlambatan pembalikan nama, adanya potensi sulitnya kendaraan untuk dijual kembali serta kendala dalam berlalu lintas seperti kesulitan terkait dengan poin-poin pelanggaran yang tercatat di SIM pemilik lama.
3. Analisis yuridis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik dan mendorong masyarakat dalam hal balik nama kendaraan yaitu adanya dua upaya tindakan yang dilaksanakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif ini merupakan tujuan yang lebih menekankan kepada hal pencegahan, seperti diadakannya razia lalu lintas. Tindakan kedua yang dilakukan yaitu tindakan represif. Tindakan represif ini lebih menekankan dalam hal pemulihan terhadap peristiwa yang terjadi, yaitu dengan dilaksanakan program pemutihan untuk memberi keringanan kepada pemilik kendaraan yang belum balik nama seperti penghapusan denda yang ada.
B. Saran.
Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Analisis Yuridis Akibat Hukum Tidak Balik Nama Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor” maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1. Belum terpenuhinya mutu penegakan hukum yang berlaku saat ini. Masalah ini menyebabkan ketidaknyamanan dan merugikan bagi pemilik kendaraan lama maupun pemilik kendaraan baru serta adanya beberapa kerugian yang dialami oleh pemerintah. Diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik.
1. Mempertegas kembali tentang aturan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor karena aturan tersebut masih awam bagi masyarakat, sehingga permasalahan balik nama kendaraan masih dianggap masalah yang sepele.
1. Diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, serta kepada pemerintah daerah yang sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk dapat memperhatikan lagi cara penegakan hukum maupun solusi tentang kepentingan balik nama kendaraan.
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